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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  35/G/2010 /PTUN.JPR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura ,  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  b iasa  te lah  menja tuhkan  

putusan  dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te rsebu t  

dibawah in i ,  da lam perkara  anta ra  ;  

1.  SAIDIN  T.  LUMALAN,  AMD.,  kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Ketua  Par ta i  Barnas  Kab  Supio r i ,  

bera lamat  Ja lan  Yafdas  No.  2 Sor ido  Biak  Bara t  

;  

2.  SARMAN MANGUMA L,  ST. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker jaan  Sekre ta r i s  Par ta i  Barnas  Kab 

Supio r i ,  bera lamat  Ja lan  Mandow dalam  Ridge  

Biak  ;  

Dengan  in i  member ikan  kuasa  hukum  kepada  

JUHARI,  SH. ,  adalah  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker jaan   Advokad,  bera lamat  Rumah Murah Blok  

K No.  04  Kompleks  BTN Sky l i ne  Mur ia  Kotara j a  

Dalam,  Jayapura  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  

te r t angga l  19  Agustus  2010  (Ter l amp i r )  ;  

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PARA PENGGUGAT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   M E L A W A  N 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KETUA KOMISI  PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUPIORI  ;  
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Okt ober , . . . . . . /

Tempat  Kadudukan  :  Di  Jalan  Raya  Masram,  

Dis t r i k  Supio r i  Timur   Kabupaten  Supio r i  ;  

Dengan  in i  member ikan  kuasa  hukum kepada  SEMI 

LATUNUSSA, SH. ,  dan AMOS KARETH, SH. ,  semuanya  

adalah  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker jaan  

Advokad  dan  as is ten  bera lamat  Kompleks  STIH 

UMEL MANDIRI  (Depan  Perpus takaan  Daerah)  Ja lan  

Raya  Abepura- Kotara j a ,  Kota  Jayapura ,  

berdasarkan    Sura t    Kuasa    khusus  

te r t angga l   7

Oktober  2010  (Ter l amp i r )  ;  

                         Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  

TERGUGAT ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  te rsebu t  :  

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perka ra  in i  ;  

- Sura t  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura ,  Nomor:  35/PEN.MH/2010/PTUN.JPR  te r t angga l  20 

Agustus  2010  ten tang  Penetapan  Penunjukan  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa ,  dan  mengadi l i  Perkara  ;  

- Sura t  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

35/PEN.PP/2010 /PTUN.JPR  te r t angga l  01  September  2010  

ten tang  Penetapan  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

- Sura t  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Nomor:  35/Pen.HS/2010 /PTUN.  

JPR te r t angga l  12  Oktober  2010  ten tang  Penetapan  Har i  

Sidang  ;  
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t anggal , . . . . /

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  yang  bersangku tan  dengan  

perka ra  in i  dan  mendengar  kete rangan  saks i - saks i  dar i  

kedua  belah  p ihak  d i  muka  pers idangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  DUDUKNYA  PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te lah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l  23  Agustus  2010,  yang  dida f t a r kan  di  

Kepani te raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  

tangga l  23  Agustus  2010  da lam  Regis te r  perkara  Nomor:  

35/G/2010 /PTUN.JPR,  dan  te l ah  dipe rba i k i  pada  tangga l  12  

Oktober  2010,  yang is i  gugatannya  sebaga i  ber i ku t  ;  

Bahwa yang menjad i  dasar  dar i  gugatan  in i  ada lah  :  

1.  Bahwa yang  menjad i  objek  sengketa  dalam  perka ra  in i  

ada lah  Keputusan  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  Nomor  

:  76  Tahun  2010  ten tang  penetapan  Pasangan  ca lon  

Kepala  Daerah  dan  waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Supio r i  per iode  2010  sampai  dengan  2015  ser ta  

lampi ran  1  (sa tu )  SK.KPU Kabupaten  Supio r i  Nomor  76  

Tahun  2010  tangga l  31  Ju l i  2010  ;  

2.  Bahwa   Penggugat   mengetahu i   sura t   keputusan  

te rguga t  te rsebu t  pada

tangga l  2  Agustus  2010  seh ingga  dia jukannya  gugatan  

in i  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  masih  

da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  dan  

karenanya  memenuhi  keten tuan  pasa l  55 Undang -  Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  ke  2  (  dua  )  

atas  Undang  -  Undangan  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  
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Perad i l an  Tata  usaha  Negara  ;  

3.  Bahwa  sura t  keputusan  AQUO yang  di te rb i t k an  o leh  

Tergugat  ada lah  merupakan  keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  te lah  bers i f a t  Konkre t  ,  Ind i v i dua l  dan  Fina l  

ser ta  menimbulkan  kerug ian  bagi  kepent i ngan  Penggugat  

seh ingga  memenuhi  pasa l  1  (sa tu )  angka  9  (  sembi lan )  

Undang Undang Nomor  51 Tahun  2009  dan  Pasal  53 ayat  1  

satu  )  Undang  -  Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

perubahan  kedua  atas  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

KONKRET  :  

Karena  keputusan  Tergugat  AQUO  te lah  menimbulkan  

kerug ian  bagi  Penggugat  yakn i  Penggugat  harus  

melepasakan  jaba tannya  sebaga i  Ketua  Par ta i  Barnas  

Kabupaten  sup io r i  Pengusung  Bakal  ca lon  Bupat i  dan waki l  

Bupat i  atas  nama  JULIANUS  MNUSEFER S,S i ,Th ,MAP  DAN 

THEODORUS KAWER,Sip ,Ms i  Per iode  2010  sampai  dengan  2015  

INDIVIDUAL  :  

Karena  keputusan  Tergugat  te rsebu t  je l as  dan  nyata  

di tu j u kan  kepada  Penggugat  sebaga i  Ketua  Par ta i  Barnas  

Kabupaten  sup io r i  pengusung  baka l  ca lon  Bupat i  dan waki l  

Bupat i  atas  nama  JULIANUS  MNUSEFERS,Si ,Th ,MAP  DAN 

THEODORUS KAWER,Sip ,Ms i  per iode  2010  sampai  dengan  2015.  

Dan kemudian  Tergugat  menetapkan  Par ta i  Barnas  Kabupaten  

Supio r i  vers i  BASTIAN  KAFIAR  se laku  pendukung  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  atas  nama  Drs .HENDRIK  JAN 

RUMKABU DAN  MARIANUS  MARYAR,S,SOS,M,Kes  yang  bukan  

diusung  oleh  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  

Prov ins i  PAPUA  ;  
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kar ena, . . . . /

FINAL  :  

Karena  keputusan  Tergugat  AQUO  je l as  dan  nyata  

menimbulkan  ak iba t  hukum yang  bes i f a t  def i n i t i v e  bagi  

Penggugat  karena  te rguga t  sudah  t i dak  mengakomodi r  dan  

t i dak  mengaku i  Penggugat  sebaga i  Ketua  Par ta i  Barnas  

Kabupaten  Supio r i  ;  

4.  Bahwa  berdasakan  ha l  -  ha l  sebaga imana  yang  te lah  

d isebu tkan  di  atas   maka  penggugat  dapat  mengajukan  

gugatan  te rhadap  sura t  keputusan  AQUO berdasarkan  

pasa l  53 ayat  1 satu  Undang- Undang nomor  51 tahun  2009  

ten tang  perubahan  ke  2  (  dua  )  atas  Undang-  Undang 

Nomor  5 tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

;  

5.  Bahwa  para  Penggugat  adalah  Ketua  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Kabupaten  sup io r i  dan  Seker ta r i s  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  masa  bakt i  2007  

sampai  dengan  2012  sebaga imana  sura t  keputusan  dar i  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Nomor  

60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPP.P.BARNAS/  DPC/VI I I / 2 008 .  

Tentang  pengesahan  penyempurnaan  susunan  pengurus  

dewan  pimpinan  cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Kabupaten  sup io r i  Prov ins i  PAPUA  ;  

6.  Bahwa  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  kabupaten  Supio r i  

bersama -  sama dengan  Par ta i  Demokra t  Par ta i  Persa tuan  

Pembangunan  Par ta i  Pat r i o t  Par ta i  Matahar i  Bangsa  ,  

Par ta i  Pelopor ,  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  ,  dan  

Par ta i  Karya  Per juangan  te lah  membentuk  koa l i s i  

pembaharu  sup io r i  dengan  mengusung  baka l  ca lon  Bupat i  

5
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9.  Bahwa, . . . . /

dan waki l  BUpat i  kabupaten  sup io r i  per i ode  2010 sampai  

dengan  2015  atas  nama JULIANUS MNUSEFER S.S i ,Th ,MAP 

dan  THEODORUS  KAWER,Sip ,Ms i .  ;  

7.  Bahwa pada  tangga l  5 Jun i  2010  sampai  dengan  11  jun i  

2010  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  membuka 

pendaf ta ran  baka l  ca lon  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  

per i ode  2010  sampai  dengan  2015  ;  

8.  Bahwa  pada  tangga l  9  Jun i  2010  Koal i s i  pembaharu  

sup io r i  te lah  mendaf ta r kan  Baka l  ca lon  Bupat i  dan  

waki l  Bupat i  kepada  Komis i  Pemi l i han  Umum atas  nama 

JULIANUS  MNUSEFER,S.S i ,Th ,MAP  dan  THEODORUS 

KAWER,Sip ,Ms i .  ;  

9.  Bahwa t i dak  lama kemudian  ada kand ida t  la i n  yang  juga  

diusung  oleh  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  

yang  di  p impin  o leh  BASTIAN KAFIAR dengan  berdasarkan  

sura t  mandat  dar i  Dewan Pimpinan  Daerah  Prov ins i  Papua 

dengan  Nomor:  60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPD.P.BARNAS/  

DPC/2010  dan  juga  sura t  keputusan  Nomor  :  

60.01 .21 .Rev .2 /SKEP/  DPP.P.BARNAS/Dpc/5 /2010  ten tang  

pengesahan  penyempurnaan  susunan  pengurus  dewan 

pimp inan  cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i  Prov ins i  PAPUA,  kedua  sura t  keputusan  te rsebu t  

tangga lnya  sama  yakn i  27  mei  2010  ;  

10.  Bahwa  pada  saat  proses  pendaf t a ran  Bakal  ca lon  

Bupat i  dan  waki l  Bupat i  sa lah  seorang  sta f  KPUD 

6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.  Bahwa, . . . . /

menyampaikan  kepada  Penggugat  bahwa  Bar i san  Nasiona l  

Kabupaten  Supio r i  yang  syah  ada lah  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  yang  dike tua i  o leh  Penggugat  dan  yang  ada  

pada  koa l i s i  pembaharu  Supio r i  karena  berdasarkan  SK 

sedangkan  vers i  BASTIAB  KAFIAR  hanya  berdasarkan  

Mandat  ;  

11.  Bahwa  sete lah  proses  pendaf t a r an  se lesa i  dan  

memasuki  masa fe r i v i k a s i  Penggugat  menemukan  SK Nomor  

60.01 .21 .Rev .2 /SKEP/DPP.P.BARNAS/  DPC/V/2010  tangga l  

27  mei  2010  tangga l  te rsebu t  d i  undur  atau  d isamakan  

dengan  sura t  mandat  dar i  DPD Par ta i  BARNAS ya i t u  

tangga l  27  mei  2010  yang  di tu j u kan  kepada  BASTIAN 

KAFIAR sebaga i  ketua  Par ta i  BARNAS kabupaten  Supio r i  ;  

12.Bahwa  kemudian  Penggugat  berupaya  untuk  mencar i  tahu  

asa l  usu l  keberadaan  SK te rsebu t  ke  KOMISI  PEMILIHAN 

UMUM DAERAH kabupaten  Supio r i  dan  kemudian  Penggugat  

mendapatkan  SK te rsebu t  dar i  sta f f  KPUD Supio r i  ;  

13.Bahwa  sete lah  mendapatkan  SK te rsebu t  Penggugat  ke  

Jakar ta  dan  ber temu  langsung  dengan  Ketua  Umum Par ta i  

BARNAS Bapak  VENCE RUMAKANG dan  langsung  mencer i t a kan  

krono log i s  dan  ke jad ian  ser ta  asa l  usu l  dar i  SK 

te rsebu t  yang  di t anda tangan i  o leh  Bapak  VENCE RUMAKANG 

dan  MUHAMMAD  ARFAN  ;  

14.Bahwa  berdasarkan  pembica ran  Penggugat  dengan  Ketua  

Umum Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Bapak  VENCE RUMAKANG 

mengatakan  SK  nomor  

60.01 .21 .Rev .2 /SKEP/DPP.P.BARNAS/DPC/V/2010  tangga l  27  

Mei  2010  t i dak  dapat  d igunakan  karena  t i dak  te rda f t a r  

d i  kement r i an  HUKUM  DAN  ASASI  MANUSIA  ;  
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PERNAH, . . . . /

15.  Bahwa  pada  tangga l  15  ju l i  2010  Dewan  Pimpinan  

Par ta i  BARNAS  mengelua rkan  SK  nomor  

058/SKI /DPP.P.BARNAS/VI I / 2010  ten tang  pencabutan  dan  

pengembal i an  sura t  keputusan  dewan  pimp inan  cabang  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  sup io r i  Prov ins i  

Papua  dan  menetapkan  dewan pimpinan  Pusat  menetapkan  

pengembal i an  sura t  keputusan  DPC  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  Papua  dengan  

Nomor  60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPP.P.BARNAS/DPC/VI I I  /2008  

tangga l  17  Agustus  2008  atas  nama Ketua  SAIDIN  T.  

LUMALAN seker ta r i s  SARMAN MANGUMA,L  dan  Bendahara  

MATIAS  KAFIAR  syah  dan  dikembal i kan  semula  ;  

16.  Bahwa  pada  tangga l  13  Ju l i  2010  Dewan  Pimpinan  

Daerah  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Prov ins i  Papua  juga  

mengeluarkan  sura t  keputusan  Nomor  

01.B/SK/DPD.P.BARNAS/JPR/VI I / 2010  ten tang  pencabutan  

sura t  mandat  Dewan Pimpinan  Cabang  Kabupaten  Supio r i  

yang  mana pada  pokoknya  sura t  mandat  yang  di j ad i kan  

dasar  o leh  Terguga t  untuk  mengakomodi r  BASTIAN KAFIAR 

sebaga i  Ketua  Par ta i  BARNAS  Kabupaten  Supio r i  

Prov ins i  PAPUA te lah  d i  cabut  o leh  DPP Par ta i  BARNAS 

dan  juga  oleh  o leh  DPD Par ta i  BARNAS Prov ins i  PAPUA 

dan menetapkan  agar  SK DPP Di f i n i t i f  (  SK )  Penggugat  

d ibe r l a kukan  kembal i  untuk  menja lankan  urusan  

kepar ta i n  sebaga imana  mest inya  ;  

17.  Bahwa  pada  tangga l  3  AgUstus  2010  Seker ta r i s  

Jendera l  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

membuat  sura t  pernya taan  yang  in t i n ya  menyatakan  SK 

nomor  045/SKI /DPP.P.BARNAS/v /2010  TANGGAL 1  mei  2010  

per iha l  sura t  dukungan  kepada  kand ida t  atas  nama 

Drs .HENDRIK JAN RUMKABU DAN MARIANUS MARYAR,S,SOS,M,  

yang  di tanda tangan i  o leh  seker ta r i s  jendera l  Par ta i  
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Bar i san  Nasiona l  per iha l  te rsebu t   d i   atas  

d inya takan   dengan  sesungguhnya,    TIDAK   BENAR

 PERNAH DITERBITKAN REKOMENDASI  ATAS NAMA BASTIAN 

KAFIAR  ; -

18.  Bahwa sura t  pernya taan  te rsebu t  juga  dengan  je l as  

da lam rapa t  p leno  t i ngka t  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  kembal i  di t e t apkan  Saudara  SAIDIN  T.  

LUMALAN (  Penggugat  )  sebaga i  ketua  DPC Kabupaten  

Supio r i  per i ode  2007 sampai  dengan  2012 sesua i  dengan  

SK  as l i nya  ;  

19.  Bahwa  berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  syara t  Bakal  

Calon  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

per i ode  2010 sampai  dengan  2015 yang  dike lua r kan  oleh  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  sup io r i  (Terguga t  )  

tangga l  3  sampai  dengan  4  Ju l i  2010  dalam  ura innya  

menyatakan  Par ta i  BARNAS yang  mendukung  JULIANUS 

MNUSEFER ,S ,S i , Th ,MAP  DAN THEODORUS KAWER,Sip ,Ms i  

be lum se lesa i  persoa lan  in te rna l  anta ra  Penggugat  dan  

BASTIAN  KAFIAR  ;  

20.  Bahwa  berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  syara t  Bakal  

Calon  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

per i ode  2010 sampai  dengan  2015 yang  dike lua r kan  oleh  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  (Terguga t )  

tangga l  5  sampai  dengan  6  Ju l i  2010  da lam ura iannya  

menyatakan  Par ta i  BARNAS yang  mendukung  Drs .  HENDRIK 

JAN  RUMKABU DAN MARINUS MARYAR,  S,Sos,M,Kes  be lum 

se lesa i  persoa lan  in te rna l  anta ra  Penggugat  dan  

BASTISN  KAFIAR  ;  

21. Bahwa  pada  tangga l  14  Ju l i  2010  has i l  
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058/ SKI , . . . . /

ver i f i k a s i / p ember i t a huan  has i l  penel i t i a n  

admin i s t r a s i  sebaga i  syara t  baka l  ca lon  kepa la  Daerah  

dan  waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Supio r i  o leh  

Terguga t  d ise rahkan  kepada  Penggugat  ;  

22. Bahwa  pada  tangga l  15  dan  16  Ju l i  2010  Terguga t  

ber in i s i a t i f  untuk  memper temukan  anta ra  Penggugat  

dengan  Saudara  BASTIAN KAFIAR yang  berka i t an  dengan  

permasa lahan  sura t  mandat  yang  digunakan  oleh  BASTIAN 

KAFIAR  dengan  SK yang  dipegang  oleh  Penggugat  ;  

23. Bahwa  pada  tangga l  15  Ju l i  2010  Penggugat  te lah  

menyerahkan  SK  pencabutan  dan  pengembal i an  sura t  

keputusan  Dewan  Pimpinan  cabang  par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  Papua Nomor

058/SKI /DPP.P.BARNAS/VI I / 1020  tangga l  27  Ju l i  2010  

dar i  DPP Par ta i  Bar i san  NaSiona l  dan  juga  sura t  

keputusan  dar i  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  bar i san  

Nasiona l  nomor  01.B /SK/DPD.P.BANAS/JPR/VI I / 2010  

Tentang  pencabutan  sura t  mandat  Dewan Pimpinan  Cabang  

par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  

Papua,  sura t  -  sura t  te rsebu t  te lah  d i te r ima  oleh  

Terggugat  ;  

24. Bahwa pada tangga l  31 Ju l i  2010 Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  sup io r i  membacakan  SK Nomor  60.01 .21 .  Rev.  

2/SKEP/DPD.  P.BARNAS/DPC/V/2010  tangga l  27  Mei  2010  

Vers i  BASTIAN  KAFIAR  yang  menggant i kan  SK  Nomor  

60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPD.P.BARNAS/  DPC/VI I I / 2 008  

tangga l  17  Agustus  2008  mi l i k  Penggugat  dan  t i dak  

membacakan  SK  pencabutan  dan  pengembal i an  sura t  

keputusan  kepengurusan  Dewan Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  Papua  

Nomor  058/SKI /DPP.P.BARNAS/  VI I / 2010  tangga l  15  Ju l i  
10
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Nomor , . . . . /2010  ;  

25.  Bahwa  perbua tan  Terguga t  yang  menyembuny ikan  dan  

atau  t i dak  mau  membacakan  SK  Nomor  

058/SKI /DPP.P.BARNAS/VI I / 2010  tangga l  15  Ju l i  2010  

ber ten tangan  dengan  Pasal  53  ayat  2  (dua)  but i r  (b )  

dan  but i r  (c )  undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :  

      But i r  b “ Badan atau  pe jaba t  Tata  Usaha Negara  pada  

waktu  mengelu rkan  keputusan  sebaga imana  di  maksud  

da lam  ayat  (1 )  te lah  menggunakan  wewenangnya  untuk  

tu juan  la i n  dar i  maksud  dibe r i kannya  wewenang  

te rsebu t ”   ;  

      But i r  C :  “Badan  atau  pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  

pada  waktu  mengelu rkan  keputusan  sebaga imana  di  

maksud  dalam  ayat  (1 )  te l ah  memper t imbangkan  semua  

kepent i ngan  yang  te rsangku t  dengan  keputusan  i t u  

seharusnya  t i dak  sampai  pada  pengambi lan  atau  t i dak  

pengambi lan  keputusan  te rsebu t . ”   ;  

26.  Bahwa  Bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  in i  

d ise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i   dengan  berdasarkan  

pada  Pasa l  53 ayat  1 (sa tu )  Undang- Undang

Nomor  5  Tahun  1986   yang  te lah  d i  rubah  dengan  

Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  

kedu  atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986   ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

TUNTUTAN  GANTI  RUGI  ;  
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Bahwa Penggugat  mengajukan  gugatan  in i  d ise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dengan  alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

27.  Bahwa  karena  keputusan  Terguga t  yang  dike l ua rkan  

oleh  Tergugat  adalah  t i dak ,  berdasarkan  hukum  dan  

sangat  merug ikan  penggugat  penggugat  harus  

mengeluarkan  biaya  untuk  mengajukan  gugatan  

pembata lan  atas  keputusan  Tergugat  in i  o leh  karena  

i t u  sangat l ah  bera lasan  apabi l an  Penggugat  mohon agar  

Terguga t  d i  hukum untuk  membayar  gant i  rug i  kepada  

Penggugat  ;  

28.  Bahwa oleh  karena  i t u  Penggugat  mohon agar  Terguga t  

d ihukum  untuk  member ikan  gant i  rug i  b iaya  

admin i s t r a s i  yang  te l ah  Penggugat  ke lua rkan  sebesar  

Rp.  5.000 .000  (  l ima  ju ta  rup iah  secara  tuna i  dan  

seka l i gus  kepada  Penggugat  se lambat  lambatnya  8 

(  delapan  )  har i  te rh i t u ng  putusan  da lam perka ra  in i  

d ibacakan  ;  

PERMOHONAN  PENANGGUHAN  PELAKSANAAN  ;  

Bahwa  karena  keputusan  Tergugat  nyata  -  nyata  :  

1. Ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang  -  undangan  

yang  ber laku ,  dan  ;  

2. Dalam  mengeluarkan  keputusannya  te rguga t  te lah  

menggunakan  wewenangnya  untuk  tu juan  la i n  dar i  maksud  

dibe r i kannya  wewenang  te rsebu t  ;  

3. Karena  te lah  ber ten tangan  dengan  asas  -  asas  umum 

pener i n t ahan  yang  ba ik  ;  
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Cal on, . . . . /

Dan  karena  alasan  yang  mendesak  sangat l ah  bera lasan  

apab i l a  Para  Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  untuk  mengeluarkan  

penetapan ,  penangguhan  pe laksanaan  atas  keputusan  

Tergugat   Nomor  :  76  tahun  2010   ten tang  Penetapan  

Pasangan

Calon  kepada  daerah  dan  ca lon  waki l  kepa la  daerah  

Kabupaten  Supio r i  per iode  2010  sampai  dengan  2015  

berse r t a  lampi ran  1(  satu  )  SK KPU Kabupaten  Supio r i  

Nomor  76  tahun  2010  te tangga l  31  Ju l i  2010  ;  

BERDASARKAN URAIAN  TERSEBUT DI  ATAS,  PENGGUGAT MOHON 

AGAR PENGADILAN  TATA  USAHA NEGARA JAYAPURA BERKENAN 

MEMUTUS  :  

DALAM  PENANGGUHAN  PELAKSANAAN  ;  

1.  MENGABULKAN PERMOHONAN PENGANGGUHAN PELAKSANAAN YANG 

DIMOHONKAN  OLEH  PENGGUGAT  ;  

2.  MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK  MENUNDA PELAKSANAAN 

SURAT KEPUTUSAN Nomor  76  tahun  2010  ten tang  Penetapan  

Pasangan  ca lon  kepada  daerah  dan  ca lon  waki l  kepa la  

daerah  Kabupaten  sup io r i  per i ode  2010  sampai  dengan  

2015  berser t a  lampi ran  1(  satu  )  SK KPU Kabupaten  

Supio r i  Nomor  76  tahun  2010  te tangga l  31  Ju l i  2010  

sampai  dengan  perka ra  aquo  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  (  ink rach  )  ;  

DALAM  POKOK  PERKARA  ;  

1. MENGGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;  
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5.  MENGHUKUM, . . . . /

2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SYAH SURAT KEPUTUSAN Nomor  

76  tahun  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  kepada  

daerah  dan ca lon  waki l  kepa la  daerah  Kabupaten  Supio r i  

per i ode  2010  sampai  dengan  2015  berser t a  lampi ran  1 

(sa tu )  SK KPU Kabupaten  Supio r i  Nomor  76  tahun  2010  

te tangga l  31  Ju l i  2010  ;  

3. MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUIK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN 

Nomor  76  tahun  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

kepada  daerah  dan  ca lon  waki l  kepa la  daerah  Kabupaten  

sup io r i  per i ode  2010  sampai  dengan  2015  berser t a  

lampi ran  1(sa tu )  SK KPU Kabupaten  sup io r i  Nomor  76  

tahun  2010  te tangga l  31  Ju l i  2010  ;  

4. MEMERINTAHKAN  TERGUGAT  UNTUK  MELAKSANAKAN  SURAT 

KEPUTUSAN DPP NOMOR 60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPD.P.BARNAS/  

DPC/2008  TENTANG PENGESAHAN PENYEMPURNAAN SUSUNAN DAN 

KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN  CABANG PARTAI  BARISAN 

NASIONAL  KABUPATEN  SUPIORI  PROVINSI  PAPUA  ;  

5. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI  RUGI  SEBESAR 

RP.  5.000 .000  (L IMA  JUTA  RUPIAH)  SECARA TUNAI  DAN 

SEKALIGUS  KEPADA  PENGGUGAT  SELAMBAT  LAMBATNYA  8 

(  DELAPAN )  HARI  TERHITUNG PUTUSAN DALAM PERKARA INI  

DIBACAKAN  ;  

6. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG 

TIMBUL  DALAM  SENGKETA  INI  ;  

Menimbang,  bawah  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat    te lah  mengajukan  jawaban  te r t angga l  25 

Oktober  2010 ada lah  sebaga i  ber i ku t ;

Maka perkenankan lah  kami  ber t i ndak  untuk  dan atas  nama 
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J ul i anus, . . . . /

Supi or i ??

Rumkabu ?. .

Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabapaten  Supio r i  se laku  

TERGUGAT,  ber dasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  7 

Oktober  2010,  menyampaikan  jawaban  sebaga i  ber i ku t :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  keras  se lu ruh  da l i l -

da l i l  gugatan  Para  Penggugat ,  kecua l i  yang  diaku i  

secara  tegas  dan  sesua i  fak ta  hukum;

2. Tanggapan  te rhadap  pos i t a  angka  7 sampai  dengan  angka  

28 dar i  Gugatan  Para  Penggugat  adalah  sebaga i  ber i ku t  

:

- Bahwa  benar  Tergugat  te l ah  membuka  pendaf t a ran  Bakal  

Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Per iode  

Tahun  2010  -  2015  se jak  tangga l  5 sampai  11 Jun i  2010,  

seh ingga  s iapapun  Par ta i  Pengusung  Bakal  Calon  atau  

Calon  Perseorangan  yang  datang  mendaf ta r kan  di r i  

d ian ta ra  tangga l  te rsebu t  waj ib  d iakomodi r  o leh  

Tergugat ,  sambi l  menunggu  tahapan  Ver i f i k a s i  

Persya ra tan  baka l  Calon ,  seh ingga  t i dak l ah  menjad i  

masalah  apab i l a  te rdapa t  kepengurusan  ganda  di  da lam 

suatu  Par ta i  Pol i t i k  dengan  mengusung  Baka l  Calon  yang  

berbeda,  yang  datang  mendaf ta r ,  karena  akan  disa r i ng  /  

dise leks i  pada  saat  tahapan  fe r i v i k as i  ;

- Bahwa  pada  saat  tahapan  fe r i v i k as i  te rnya ta  Tergugat  

menemukan  pada  Dewan  Pimpinan  Cabang  (DPC)  Par ta i  

Barnas  Kabupaten  Supio r i  te rdapa t  kepengurusan  ganda  

dengan  mengusung  Kandida t  Baka l  Calon  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  yang  berbeda  pu la ,  ya i t u  kepengurusan  yang  

dip imp in  oleh  Pam Penggugat  dengan  Kandida t  Baka l  Calon  

yang  diusung  ada lah  :

Ju l i anus  Mnusefe r ,  S.S i ,  Th,  MAP.  Dan Theodorus  Kawer ,  
15
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Sip .  M.Si ;  ser ta  kepengurusan  yang  dip imp in  oleh  

Bast i an  Kaf i a r  dengan  Kandida t  Bakal  Calon  yang  diusung  

adalah :  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  dan  Mar ianus  Maryar ,  

S.Sos .  M.Kes. ,  namun oleh  karena .  Kandida t  Bakal  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  atas  nama:  Drs .  Hendr i k  Jan  

Rumkabu/Mar inus  Maryar ,  S.Sos ,  M.Kes  diusung  oleh  

Pimpinan  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  memegang  Sura t  

Mandat  dan Sura t  Keputusan   Kepengurusan   yang   te rba ru  

dar i  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Barnas  Prov ins i  Papua  

maupun Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Barnas  yang  te rba ru ,  

yakn i :  Sura t  Mandat  No.  60.01 .21 .Rev .1 /SKEPIDPD-

P.BARNAS/DPC/V/2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  Pengurus  

Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i  Prov ins i  Papua,  te r t angga l  27  Mei  2010,  yang  

mana se laku  Ketua :  Bast i an  Kaf ia r ,  Sekre ta r i s :  Hengky  

Aer ,  dan  Bendahara :  Mar ice  Rumainum;  dan  Sura t  

Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Nomor:  60.01 .2  1.  Rev.2 /SKEP/DPP- P.BARNAS/DPC/V/2010  

Tentang  Pengesahan  Penyempurnaan  Susunan  Pengurus  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i  Prov ins i  Papua,  yang  mana se laku  Ketua :  Bast i an  

Kaf ia r ,  Sekre ta r i s :  Hengky  Aer ,  dan  Bendahara :  Mar ice  

Rumainum,  maka  Kandida t  Bakal  Calon  atas  nama  Drs .  

Hendr i k  Jan  Rumkabu  dan  Mar inus  Maryar ,  S.Sos .  M.Si  

yang  diakomodi r  o leh  Tergugat  ;

- Bahwa  per t imbangan  Tergugat  o leh  karena  Sura t  Mandat  

maupun  Sura t  Keputusan  Aqua  adalah  yang  te rba ru  yang  

dike lua rkan  oleh  atasan  dar i  Dewan  Pimpinan  Cabang 

Par ta i  Barnas  Kabupaten  Supio r i ,  maka  Kandida t  Bakal  

Calon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  atas  narna  Drs .  Hendr i k  Jan  

Rumkabu/Mar inus  Maryar ,  S.Sos ,  M.Kes  yang  diakomodi r  

oleh  Tergugat ;
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b.  Sur at , . . . . /
- Bahwa  Per t imbangan  Terguga t  mengakomodi r  kepengurusan  

vers i  Bast i an  Kaf i a r  dan  Kandida t  Bakal  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu/Mar inus  

Maryar ,  S.Sos  juga  di  dasarkan  pada:  

a. Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Barnas  Nomor:  

045/SKVDPP-P.BARNAS/IV /2010  Tentang  

Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupat en Supio r i  Prov ins i  Papua,  te r t angga l  

01  Mei  2010;

b. Sura t  Keputusan  DPD Par ta i  Barnas  Prov ins i  

Papua  Nomor:  009/SK/DPD- P.  

BARNAS/JPR/V/2010 ,  Tentang  Penetapan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Per iode  2010- 2015  Ser ta ,  Pencabutan  SK DPD 

Tentang  Dukungan  Yang  Pernah  Dike lua rkan  

Pada  Tangga l  26  Apr i l  2010,  te r t angga l  27  

Mei  2010;

c. Sura t  Rekomendas i  dar i  DPC Par ta i  Barnas  

Nomor:  01/Rek /DPC.  P.Barn as/S /2010 ,  

te r t angga l  28  Mei  2010;  dan  ;  

d. Sura t  Tugas  dar i  DPP Par ta i  Barnas  Nomor:  

001/ST/DPP- P BARNAS/V I I / 2010 ,  te r t angga l  13 

Ju l i  2010  ;  

3. Bahwa Tergugat  t i dak  ada nia t  untuk  menyembuny ikan  SK 

Nomor:  058/SK/DPP.P.BARNAS/I I / 20  10  tangga l  15  Ju l i  

20  10;  te tap i  Tergugat  t i dak  mengakomodi r  SK Aqua 

disebabkan  DPC Par ta i  Barnas  Kabupaten  Supio r i  Vers i  

Bast i an  Kaf i r  d idukung  penuh  oleh  DPD dan  DPP Par ta i  

Barnas  sesua i  ura ian  dukungan  pada  po in t  2( dua)  d i  

17
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atas ;  

TUNTUTAN  GANTI  RUGI ;  

Bahwa  tun tu tan  gant i  kerug ian  yang  diu ra i kan  Para  

Penggugat  d i  poin  26  ada lah  ke l i r u  dan  mohon  diaba i kan  

oleh  Maje l i s  Hakim yang  Terhormat ,  karena  Tergugat  sudah  

melaksanakan  tugasnya  dengan  benar  ;  

PERMOHONAN  PENANGGUHAN  PELAKSANAAN: 

Bahwa  Terguga t  sangat  berkebera tan  dengan  permohonan  

penangguhan  pelaksanaan  atas  Obyek  Sengketa ,  oleh  karena  

Tergugat  sudah  melaksanakan  proses  pendaf t a ran ,  proses  

penja r i ngan ,  dan proses  fe r i v i k a s i  dengan  benar ,  seh ingga  

t i dak  layak  ada penundaan  pelaksanaan  atas  Obyek  Sengketa  

;  

Berdasarkan  atas  ura ian  d ia tas ,  maka mohon kepada  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  perka ra  in i  k i ranya  berkenan  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t :

DALAM  PENANGGURAN  PELAKSANAAN: 

Menolak  Penangguhan  Pelaksanaan  te rhadap  Obyek  Sengket a ;  

DALAM  POKOK  PERKARA:  

1 .

Menolak  Gugata n Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  Gugatan  Tidak  dapat  

di te r ima  ;  
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2. Menolak  menyatakan  bata l  atau  t i dak  syah  Sura t  

Keputusan  Nomo:  76  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Calon  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Supio r i  Per iode  2010  sampai  dengan  

2015 beser ta  lampi ran  1 (Satu )  SK KPU Kabupaten  Supio r i  

Nomor:  76  Tahun  2010  te r t angga l  31  Ju l i  2010  sampai  

dengan  Perkara  aquo  mempunyai  kekuatan  huku m te tap  

( i nk rach ) ;

3.  Menolak  memerin tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Nomor:  76  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Calon  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Supio r i  Per iode  2010  sampai  dengan  

2015 beser ta  lampi ran  1 (sa tu )  SK KPU Kabupaten  Supio r i  

Nomor:  76  Tahun  2010  te r t angga l  31  Ju l i  2010;

4.   Menolak  memer in tahkan  Terguga t  untuk  melaksanakan  

Sura t  Keputusan  DPP  Nomor:  

60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPD.P.BARNAS/  DPC/I I I / 2 008 ,  Tentang  

Pengesahan  Penyempumaan Susunan  dan  Kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i  Prov ins i  Papua;  

5. Menolak  menghukum Tergugat  untuk  membayar  gant i  rug i  

sebesar  Rp.  5.000 .000 .  (L ima  Juta  Rupiah)  secara  tuna i  

dan  seka l i gus  kepada  Penggugat  se lambat - lambatnya  8 

(de lapan)  har i  te rh i t ung  putusan  dalam  perka ra  in i  

dibacakan ;  

Menimbang,  bahwa  atas  jawaban  Terguga t   te rsebu t ,  

Penggugat  t i dak  mengajukan  rep l i k  secara  te r t u l i s  namun 

secara  l i san ,  beg i t upun  juga  Tergugat   mengajukan  Dupl i k  

secara  l i san ,  yang  mana te tap  pada  pokoknya  Penggugat  dan  

Tergugat   masing- masing  te tap  ber tahan  pada  da l i l  gugatan  
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cukup, . . . . /

maupun  jawaban,  dan  untuk  s ingka tnya  putusan  in i ,  maka 

se lengkapnya  sebaga imana  te rsebu t   da lam  ber i t a   acara  dan  

dianggap   te rcan tum  ser ta  merupakan  bagian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dar i  putusan  in i ;  

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  gugatan ,  

Penggugat  te lah   mengajukan   bukt i  -  bukt i   te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermete ra i

cukup  yang  te l ah  d i  cocokan  dengan  as l i nya  atau  fo to  

copynya  dan  dibe r i kan  tanda  P- 1 sampai  dengan  P- 22,  dengan  

per inc i an  sebaga i  ber i ku t ;  

P- 1: Sura t  keputusan  No.  

60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPP.BARNAS/DPC/V/2008  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  ten tang  

pengesahan  penyempurnaan  susunan  Pengurus  Dewan 

Pimpin  Cabang  Par ta i  Bar i san .  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i ,  Prov ins i  PAPUA tangga l  17  Agustus  2008)  

(Fo to  copy  sesua i  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P- 2: Keputusan  Menter i  Hukum dan Hak Asas i  Manusia  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH -  O5.  AH.  11.  01 
TAHUN   2009  ten tang   pengesahan  perubahan  anggaran  
dasar  dan susunan  kepengurusan  Dewan Pimpinan  Pusat  
Par ta i  Bar i san  Nasiona l  masa bakt i  2009 -  2014,  
Ketua  Umum. VENCE RUMANGKANG dan seker ta r i s  H.  
DADANG GARNIDA.  as l i nya  ada.  pada Dewan Pimpinan  
Pusat  Par ta i  BARNAS di  Jakar ta  (Fo to  copy  dar i  fo to  
copy)  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P- 3: Sura t  penca lonan  model  B- KWK, sura t  pernya taan  
kesepakatan  bersama anta ra  par ta i  po l i t i k  peser ta  
pemi l i han  dalam penca lonan  pasangan  Kepla  Daerah  dan  
Waki l  Kepala  Daerah  model  B1- KWK,  sura t  per yataan  
par ta i  po l i t i k  t i dak akan  menar i k  penca lonan  atas  
pasangan  ca lon  Kepala  Dacrah  dan waki l  Kepala  Daerah  
model  B2- KWK,sura t  pemyataan  gabungan  par ta i  po l i t i k  
t i dak  akan  menar i k  penca lonan  atas  pasangan  ca lon  
Kepala  Daerah  dan WaId l  Kepala  Daerah ,se l u ruhnya  
di tanc l a t angan i  oleh  SAIDIN T.LUMALAN,A MD dan SARMAN 
MANGUMA.L,ST se laku  Ketua  dan Seker ta r i s  Par ta i  
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S. Th. , , . . . . . /

BARNAS (Fo to  Copy dar i  fo tocopy )  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P- 4: Rekomendas i  No,04 /RK/KANDIDAT/DPC- BARNAS/V/2010  
Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Bar i san  Nasiona l  
Kabupaten  Supio r i  te rhadap  ca lon  Bupat i  dan Waki l  
Bupat i  a/n  JULIANUS MNUSEFER,S,S i ,Th  dan THEODORUS 
KAWER,Sip ,  (Fo to  Copy sesua i  as l i ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P- 5: Sura t  keputusan  Nomor  

87/SK/P.BARNAS/DPD/IV /2010Dewan  Pimpinan  Daerah  

par ta i  Bar i san  Nasiona l  ten tang  sura t  keputusan  

dukungan  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Prov ins i  PAPUA tangga l   26   Apr i l  2010  

mengusung JULIANUS MNUSEFER,S.S i . ,   

S.Th. ,  dan THEODORUS KAWER,Sip ,Ms  (Foto  Copy dar i  
fo tocopy )  ;  - - - -

P- 6: Sura t  Mandat  No.60 .01 .21 .Rev . 1/SKEP/DPD-
P.BARNAS/DPC/V/2010  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  
Bar i san  Nasiona l  ten tang  pengesahan  susunan  pengurus  
Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Bar isan  Nasiona l  
Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  PAPUA tangga l  27 Mei  2010  
(Fo to  Copy dar i  fo tocopy )  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

P- 7: Sura t  Keputusan  

Nomor:01 .b /SK /DPDP.BAP.NAS/JPR/VI I / 2010  Dewan 

Pimpinan   Daerah   Par ta i   Bar i san   Nasiona l   ten tang  

Pencabutan  sura t

mandat  Dewan Pimpinan  Cabang Kabupaten  Supio r i  (Fo to  
Copy sesua i  as l i )  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P- 8: Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  
koord ian to r  wi layah  PAPUA per iha l  pencabutan  sura t  
mandate  yang  di tu j u kan  kepada  Ketua  KPU Kabupaten  

Supio r i  Jakar ta  3 Jun i  2010 atas  nama 
coord ina to r  wi layah  PAPUA MARKUS MARIAN Sth  (Fo to  
Copy sesua i  
as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P- 9: Sura t  Keputusan  Nomor 60.01 .2 1.Rev .2 /SKEP/DPP-
P.BARNAS/DPC/  V/2010  Dewan Pimpinan  (Fo to  Copy 
sesua i  as l i )  ;   Pusat  Par ta i  Bar isan  Nasiona l  
ten tang  pengesahan  penyempurnaan  susunan  pengurus  
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MARYAR, ?. . /

Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Bar i san  Nasiona l  
Kabupaten  Supio r i  (Fo to  Copy dar i  fo tocopy ) ; - - - - - - - -

P-

10:

Sura t  keputusan  Nomor  058/SKI /DPP- P.BARNAS/VI I / 2010  
Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  ten tang  
pencabutan  dan pengembal i an  sura t  keputusan  
kepengurusan  Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Bar i san  
Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  PAPUA te r t angga l  
15 Ju l i  2010 (Foto  Copy sesua i  
as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

11:

Kelompok  ker ja  penca lonan  KPU kabupaten  Supio r i  
PEMILUKADA tahun  2010 laporan  has i l  ver i f i kas i  
berkas  persya ra tan  Bakal  Calon  Kepala  Daerah  dan  
Waki l  Kepala .  Daerah  tangga l  3 s/d  8 Ju l i  2010 (Fo to  
Copy dar i  fo tocopy ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

P-

12:

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor 76 Tahun 2010 
ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  dan 
Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Supio r i  per i ode  tahun  
2010- 2015 te r t angga l  31 Ju l i   2010 (Fo to  Copy dar i  
fo tocopy ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

P-

13:

Sura t  pemyataan,  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  menyatakan  dengan  in i  Dewan Pimpinan  Par ta i  

BARNAS t i dak  pernah  member ikan   dukungan   kepada  

Drs .  H.  J.  RUMKABU  dan MARI ANUS 

MARYAR, Sos,M.Kes  Jakar ta  tangga l  3 Agustus  20 10 
(Fo to  copy  sesua i  as l i ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

14:

Undangan Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  
kepada  Penggugat  se laku  Pimpinan  Par ta i  Bar i san  
Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  te r t angga l  29 Mei  20 10 
(Fo to  copy  sesua i  as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

15:

Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Bar i san  Nasiona l  
Kabupaten  Suplo r i  sura t  kebera tan  yang di tu j ukan  
kepada  Ketua  PANWASLU Kabupaten  Supio r i  ,  per i ha l ,  
t i dak  mener ima  has i l  keputusan  PLENO KPUD Kabupaten  
Supio r i  pada tangga l  31 Ju l i  2010 (Foto  Copy adr i  
fo tocopy ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

16:

Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Bar i san  Nasiona l  
Kabupaten  Supio r i ,  per i ha l  SK pencabutan  dan  
Pengembal i an  yang di tu j uka n kepada  Ketua  PANWASLU 
Kabupaten  Supio r i  (Fo to  Copy dar i  fo tocopy )  ;  
- - - - - - -
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P- 20:  , ??/

P-

17:

Anggaran  Dasar  /  Anggaran  rumah tangga  dan program 
umum. Par ta i  Bar i san  Nasiona l  (Fo to  Copy dar i  
fo tocopy ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

18:

Ekped is i ,  peng i r iman  sura t  pencabutan  SK dan  
Pengembal i an  DPC Par ta i  BARNAS Kabupaten  Supio r i  
yang  di tu j u kan  kepada  KPU Supio r i ,  KPU Prov ins i  
POLRES Supio r i  (Fo to  Copy sesua i  as l i ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

19:

Keputusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Republ i k  Indones ia  

pada  tangga l  20  Oktober  2010  Nomor  :  182/PHPU.D-

VI I I / 2 010  anta ra  Pemohon  JULUNUS 

MNUSEFER,S,S i ,TH,MAP  dan  THEODORUS KAWER Sip ,Ms i  

melawan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  

se laku  te rmohon  dan  Drs .  HENDRIK  JAN RUMKABU dan 

MAMNUS MARYAR,SosM.Kes  se laku  p ihak  te rka i t ,  yang  

amar  putusannya  menyatakan  mengabulkan  permohonan  

PEMOHON ,  membata l kan  sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  UmumKabupaten  Supio r i  Nomor  :  76  tahun  

2010  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  

dan  Waki lKepa la  Daerah  Kabupaten  Supio r i  per i ode  

2010  -  2015te r t angga l  31  Ju l i  2010  sepan jang  

mengenai  pasanganca lon  nomor  uru t  2  atas  nama Drs .  

HENDRIK  JAN RUMKABU dan  MARINUS  MARYAR, SosM.Kes  

(Fo to  Copy  sesua i  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

20:

SK Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  
Prov ins i  Papua ten tang  rapa t  ke r j a daerah  I  tangga l  
28 Maret  2010.  (Fo to  copy  dar i  fo tocopy ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

21:

Data  presen tas i  par ta i  Bar isan  Nasiona l  
KabupatenSup io r i  ten tang  Par ta i  BARNAS ka lau  t i dak  
ada dikand ida t  Drs .  HENGKY JAN RUMKABU dan MAMRINUS 
MARYA,  SosM.Kes  t i dak  lo l os  ver i f i k a s i  o leh  KPU dan 
Par ta i  BARNAS ada di  kand ida t  JULIANUS 
MNUSEFER,S,S i ,TH,MAP dan THEODORUS HAWER Sip ,Ms i  
te tap  lo l os  ver i f i k a s i  KPU.  (Fo to  Copy sesua i  as l i ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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22:

Data  presen tas i  Par ta i  Bar isan  Nasiona l  ten tang  
Par ta i  BARNAS j i ka  t i dak  ada pada kedua  kand ida t  
maka kand ida t  JULIANUS MNUSEFER,S,S i ,TH,MAP dan 
THEODORUS KAWER Sip ,Ms i  te tap  lo l os  sedangkan  
kand ida t  Drs .  HENGKY JAN RUMKABU dan MARINUS MARYAR 
SosM.Kes  t i dak  lo l os  ver i f i k a s i  KPU.  (Fo to  Copy 
sesua i  as l i ) ; - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  te rsebu t ,  Penggugat  juga  te lah  mengajukan  2  ( dua)  

orang  saks i  d i  pers idangan  yang  member ikan  kete rangannya  

dibawah  sumpah/ jan j i  yang  pada  pokoknya  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  :  

1. Saks i :  MARKUS MARIAN   :  

- Bahwa saks i  sebaga i  Korwi l  Papua  pada  DPP Par ta i  

Barnas ;  

- Bahwa  yang  menjaba t  sekre ta r i s  jendera l  adalah  

Muhammad  Ar fan ;  

- Bahwa yang  membuat  Sura t  Keputusan  DPC adalah  DPP 

Par ta i  Barnas ;

- Bahwa saks i  mengetahu i  ada  masalah  da lam par ta i  

yang  be lum  dise lesa i kan ;

- Bahwa  mengenai  dual i sme  kepungurusan  pernah  

dise lesa i kan  di  KPUD sup io r i  namun  t i dak  jad i  

karena  pihak  sa id i n  t i dak  had i r  pada  saat  

per temuan;  

2. Saks i :  ARIEF RAHMAN DAHRI ;  

- Bahwa  ada  dual i sme  kepengurusan  dimana  sdr .  

Said in  mendukung  dengan  Sura t  Keputusan  

sedangkan  Sdr .  Bast i an  Kaf ia r  memakai  mandate  ;
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- Bahwa saks i  mengetahu i  tangga l  pendaf t a ran  pag i  

har i  dan  dek la ras i nya  sore  har i ;  

- Bahwa  saks i  mengetahu i  ketua  yang  mendapatkan  

mandate  adalah  Bast i an  Kaf ia r ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya,  Tergugat   te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermetera i  cukup  yang  te lah  d i  

cocokan  dengan  as l i nya  atau  fo to  copynya  dan  dibe r i kan  

tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 21,   dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t :  

T- 1: Sura t  mandat  Nomor :  60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPD-

P.BARNAS/DPC/   V/20 10,  dar i  dewan pimp inan  Daerah  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tentang  Pengesahan  

Susunan  Pengurus  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  

Papua,  te r t angga l  27  Mei  2010  (Fo to  copy  sesua i  

dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

T- 2: Sura t  keputusan  Nomor :  60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPD-

P.BARNAS/  DPC/V/20 10,  dar i  dewan  pimpinan  pusat  

par ta i  Bar i san  Nasiona l  ten tang  penetapan  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Prov ins i  Papua  te r t angga l  01  Mei  2010  (Fo to  copy  

dar i  fo to  

copy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 3: Sura t  keputusan  Nomor :  045/  SKI /  DPP-P.BARNAS/IV .20  

10 dar i  dewan pimp inan  pusat  par ta i  Bar i san  Nasiona l  

ten tang  penetapan  ca lon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  Papua  te r t angga l  01  Mei  

2010 (Fo to  copy  sesua i  dengan  
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T- 6:  , ??. /

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 4: Sura t  keputusan  Nomor : 009/SK/DPD- P.BARNAS/JPR/V/2010  

dar i  dewan pimpinan  daerah  ten tang  penetapan  ca lon  

Bupat i  dan  Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  per iode  

2010 -  2015 ser ta  pencabutan  SK DPD ten tang  dukungan  

yang  pernah  dike l ua r kan  pada  tangga l  26  Apr i l  2010,  

te r t angga l  27  Mei  20  10  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - -

T- 5: Rekomendas i  No.01 /Rek .DPC.P.BARNAS/S/2010  dar i  dewan 

pimpinan  cabang  par ta i  BARNAS (Fo to  copy  sesua i  

dengan  as l i )  ;

Kabupaten  Supio r i  ten tang  ca lon  Bupat i  dan  Waki l

Bupat i  Kabupaten  Supio r i  te r t angga l  28  Mei  2010  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 6: Sura t  tugas  Nomor :  001/ST/DPP- P.BARNAS/VI I / 2010  dar i  

dewan pimpinan  pusat  par ta i  BARNAS kepada  

Sdr .FERNANDO  E.M SITORUS,Sos  untuk  member ikan  

kete rangan  mengenai  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Supio r i  yang  didukung  dar i  DPP Par ta i  

BARNAS ,  te r t angga l  13  Ju l i  2010 (Fo to  copy  sesua i  

dengan as l i ) ; - - - - - - -

T- 7: Baer i t a  Acara  Kla r i f i k a s i  Nomor  :  011/  SKI /  

DPP.P.BARNAS/VI I /  2010,  dar i  dewan  pimpinan  pusat  

par ta i  BARNAS ten tang  dukungan  te rhadap  ca lon  Bupat i  

dan  Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  ,  te r t angga l  20 

Ju l i  2010 (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 8: Keputusan  KPU  Kabupaten  Supio r i  

No.02 /KPTS/KPUSUP/V/2010  ten tang  perubahan  tahapan  

program dan  jadwa l  waktu  penye lenggaraan  pern i l i h an  

umumKepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Supio r i  tahun  20  10  tangga l  7  Mei  20  10  (Fo to  copy  
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T- 14:  , ??/

sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

T- 9: Rala t  jadwa l  PEMILUKADA tangga l  20  Mei  2010  (Fo to  

copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

10:

Keputusan  KPU Kabupaten  Supio r i  No.  07  tahun  2010  

ten tang  penetapan  syara t  min ima l  dukungan  untuk  

ca lon  Kepala  Daerah  dan Walk i l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Supio r i  tahun  2010  tangga l  27  Mei  2010 

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

11:

Keputusan  KPU Kabupaten  Supio r i  Nomor  :  09  tahun  

2010  ten tang  pedoman  tekn i s  ta ta  cara  penca lonan  

pemi l i han  umum kepa la  daerah  dan waki l  kepa la  daerah  

kabupaten  sup io r i  tahun  2010  tangga l  01  Jun i  2010,  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

12:

Sura t  penca lonan  model  B- KWK Bapak  JULIANUS MNUSEFER 

dan THEODORUSKAWER (Foto  copy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

13:

Sura t  pernya taan   kesepakatan  bersama  anta r  par ta i  

po l i t i k  peser ta ,  pemi l i han  da lam penca lonan  pasangan  

kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  tangga l  08 

Jun i  2010,  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - -

T-

14:

Sura t  penca lonan  Nomor :  001/KOALISI - PPS/HJR-

MM/VI /2010  model  B- KWK dar i  ca lon  Drs .  HENDRIK JAN 

RUMKABU dan MARINUS MARYAR tangga l  4 Jun i  (Fo to  copy  

sesua i  dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

15:

Sura t  pernya taan  kesepakatan  bersama anta ra  par ta i  
po l i t i k  perse r t a  pemi l i han  da lam penca lonan  pasangan  
kepa la  daerah  model  B1- KWK tangga l  4 Jun i  2010 (Foto  
copy  sesua i  dengan as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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T-

16:

Daf ta r  tanda  te r ima  ke lengkapan  persya ra tan  baka l  

ca lon  kepa la  daerah  tangga l  20 Ju l i  2010  (Fo to  copy  

sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - -

T-

17:

Keputusan  komis i  pemi l i han  umum kabupaten  Supio r i  

Nomor  :  12  tahun  2010  ten tang  rekap i t u l a s i  has i l  

pengh i t ungan  da lam pern i l i h an  umum kepa la  daerah  dan 

waki l  kepa la  daerah  Kabupaten  Supio r i  tahun  2010 

tangga l  22  September  2010  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

18:

Keputusan  KPU Kabupaten  Supio r i  Nomor  :  13  tahun  

2010  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  Bupat i  dan 

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i t a hun  2010  pada  

puta ran  ke  dua tangga l  22  September  2010  (Foto  copy  

sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

T-

19:

Keputusan  KPU Kab.  Supio r i  NO. 76 tahun  2010 tangga l  

31  Ju l i  2010 (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

T-

20:

Keputusan  KPU Kab.  Supio r i  Nomor:  77  tahun  2010  

ten tang  penetapan  nomor  uru t  pasangan  ca lon  kepa la  

daerah  dan  wald l  kepa la  daerah nKabupaten  Supio r i  

per i ode  tahun  2010  -  2015  tangga l  2  Agustus  2010 ,  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

21:

Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  nomor:  182/PHPU.D-

VI I / 2010 ,  (Fo to  copy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  te rsebu t ,  Terguga t  juga  te l ah  mengajukan   4  ( empat )  

orang  saks i  d i  pers idangan  yang  member ikan  kete rangannya  
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Saksi :  , ??/

dibawah  sumpah/ jan j i  yang  pada  pokoknya  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  :  

Saks i :  Drs .  HENGKY J.  RUMKABU :  

- Bahwa saks i  mengetahu i  adanya  per temuan  dengan  dengan  KPU 

sup io r i  mengenai  dukungan  ganda  namun pihak  Said in  t i dak  

hadi r  da lam  per temuan  i t u ;  

- Bahwa pihak  Said in  baru  hadi r  sete lah  per temuan  se lesa i  

sek i t a r  jam  2.00  Siang ;

- Bahwa  Saks i  ber temu  dengan  pengurus  DPD Par ta i  Barnas  

pada  bu lan  Maret  2010;  

- Bahwa saks i  d idukung  oleh  Korwi l ,  DPP Par ta i  Barnas  dan  

DPC  Par ta i  barnas  Kabupaten  Supio r i ;  

- Bahwa pada  petemuan dengan  pengurus  Par ta i  Barnas  d ihad i r  

oleh  J immy  Mabel ,  SH.MM  dan  Apner  Aso;  

Saks i :  JIMMY MABEL,  SH, .MM ;  

- Bahwa  saks i  adalah  ketua  Par ta i  Barnas  DPP Prov ins i  

Papua;  

- Bahwa  benar  saks i  yang  mengeluarkan  mandat  untuk  Sdr .  

Bast i an  Kaf i a r  tangga l  27  Mei  2010;  

- Bahwa  alasan  dike lua rkan  mandat  karena  ketua  DPC yang  

lama  Sdr .  Said in  t i dak  mengamankan  keb i j akan  par ta i ;

- Bahwa saks i  mengetahu i  Par ta i  Barnas  mendukung  kand ida t  
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-  Bahwa , ??/

Drs  Hendr i k  Rumkabu;  

Saks i :  ONESIMUS RUMBEKWAN, SE;  

- Bahwa saks i  adalah  pengurus  dar i  Par ta i  PAN;  

- Bahwa tangga l  pendaf ta ran  tangga l  20 Ju l i  2010;  

- Bahwa  saks i  mengetahu i  Sdr .  Hendi r i k  Rumkabu  didukung  

oleh  Par ta i  PAN,  Par ta i  BARNAS,  Par ta i  PDK;  

- Bahwa  saks i  mengetahu i  apab i l a  t i dak  d ikudukung  oleh  

Par ta i  Barnas  masih  memenuhi  15  %  suara ;  

Saks i :  BASTIAN KAFIAR;  

- Bahwa Saks i  adalah  Anggota  DPRD Kabupaten  Supio r i ;  

- Bahwa saks i  mengetahu i  adanya  dua l i sme  dukungan;  

- Bahwa  saks i  member ikan  rekomendas i  po l i t i k  kepada  Drs .  

Hendr i k  J .  Rumkabu  dan  Mar inus  Maryar ;  

- Bahwa saks i  mendaf ta r  ke  KPU Kabupaten  Supio r i  memakai  

Sura t  Keputusan  dar i  DPP  Par ta i  Barnas ;  

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  te lah  d iber i  kesempatan  

untuk  mengajukan  kes impu lannya  masing- masing ,  untuk  i t u  

Para  Penggugat  mengajukan  kes impu lan  te r t angga l  4  Nopember  

2010,  sedangkan  Tergugat  t i dak  mengajukan  kes impu lan ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  

sega la  sesuatu  yang  te rmuat  da lam ber i t a  acara  pers idangan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  

Menimbang,  bahwa para  p ihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  
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Meni mbang , ??/

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon  putusan  da lam 

perka ra  in i ,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  Hakim  te l ah  dapat  

mengambi l  keputusan  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

hukum sebaga imana  diu ra i kan  dibawah in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  diu ra i kan  da lam duduk  perkara  

di  atas  ;  

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  objek  sengketa  dalam 

perka ra  in  casu  ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Berupa  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  76 

Tahun  2010,  tangga l  31 Ju l i  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  dan Calon  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Supio r i  Per iode  Tahun 2010 -  2015 (buk t i  P- 12 = bukt i  T- 19)  

;  

Menimbang,  bahwa maksud  gugatan  Para  Penggugat  adalah  

menuntu t  agar  Pengad i l an  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  

Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  a  quo  dan  memer in tahkan  

kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  te rsebu t  ;  

Menimbang,  bahwa  se la i n  tun tu tan  Para  Penggugat  agar  

ob jek  sengketa  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dan  

memer in tahkan  Terguga t  agar  mencabut  ob jek  sengketa  a quo ,  

Para  Pengugat  juga  meminta  agar  Pengad i l an  memer in tahkan  

Tergugat  supaya  melaksanakan  Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  

BARNAS  Nomor  60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPD.P.  BARNAS/DPC/2008  

Tangga l  17  Agustus  2008  Tentang  Pengesahan  Penyempurnaan  

Susunan  Pengurus  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  ;  

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  in t i  persoa lan  seh ingga  
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2010 , ??/

Para  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  adalah  bahwa menuru t  Para  Penggugat ,  obyek  

sengketa  a  quo  d i t e rb i t k an  o leh  Tergugat  tanpa  

memperhat i kan  Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  No.  

058/SKI /DPP.P.Barnas /V I I / 2 010  tangga l  15  Ju l i  2010  Tentang  

pencabutan  dan  pengembal i an  sura t  keputusan  kepengurusan  

Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i  Prov ins i  Papua,  seh ingga  Para  Penggugat  merasa  

kepent i ngannya  sangat  d i rug i kan  ak iba t  d i te rb i t k annya  ob jek  

sengketa  a  quo   ;  

 

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  te l ah  membantahnya  dengan  mengajukan  

jawaban  dipe rs i dangan  te r t angga l  25 Oktober  2010,  yang  pada  

in t i  jawabannya  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

- Bahwa  te rdapa t  kepengurusan  ganda  da lam  kepengurusan  

Dewan Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i  d imana  masing- masing  kepengurusan  mengajukan  

Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Tahun  2010  yang  berbeda  ;  

- Bahwa  Tergugat  menerb i t kan  objek  sengketa  te l ah  

memper t imbangkan  sega la  aspek  yang  didasarkan  pada  :  (1 )  

Sura t  Keputusan  DPP  Par ta i  Barnas  No.  

045/SKI /DPP.P.BARNAS/IV /2010  Tangga l  1  Mei  2010  Tentang  

Penetapan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Prov ins i  Papua  (v i de  bukt i  T- 3)  ;  (2 )  Sura t  DPD Par ta i  

Barnas  Prov ins i  Papua No.  009/SK/DPD.P.  BARNAS/JPR/V/2010  

Tangga l  27  Mei  2010  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan 

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Per iode  2010  – 2015  ser ta  

pencabutan  SK DPD  ten tang   dukungan   yang   pernah  

dike lua rkan   pada tangga l  26 Apr i l
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2010 pencabutan  Sura t  Keputusan  DPD ten tang  dukungan  yang  

pernah  dike lua rkan  pada tangga l  26 Apr i l  2010 (v ide  bukt i  

T- 4)  ;  (3 )  Sura t  Rekomendas i  Dar i  DPC Par ta i  Barnas  No.  

01/Rek /DPC.P.BARNAS/S/2010  tangga l  28  Mei  2010  (v ide  

bukt i  T- 5)  dan  ;  (4 )  Sura t  Tugas  Dar i  DPP Par ta i  Barnas  

No.  001/ST/DPP.P.BARNAS/VI I / 2010  Tanggal  13  Ju l i  2010  

(v i de  bukt i  T- 6)  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bantahan  Terguga t  

te rsebu t ,  Terguga t  meminta  agar  Pengadi l an  menyatakan  

menolak  gugatan  Para  Penggugat   dan  menghukum  Para  

Penggugat  agar  membayar  b iaya  perkara  yang  t imbu l  atas  

gugatan  a quo  ;  

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  t i dak  mengajukan  

Repl i k  te r t u l i s  namun  Repl i k  te rsebu t  d isampaikan  secara  

l i san  d ipe rs i dangan  yang  in t i n ya  bahwa Para  Penggugat  te tap  

pada  dal i l  gugatannya  ser ta  menolak  jawaban  Tergugat ,  

sedangkan   te rhadap   Repl i k   yang  disampaikan  secara  l i san  

oleh  Para

Penggugat ,  Tergugat  te l ah  menyampaikan  Dupl i knya  secara  

l i san  pula  yang  pada  in t i n ya  bahwa Terguga t  menolak  da l i l -

da l i l  Para  Penggugat  dan  te tap  pada  da l i l  bantahannya  yang  

te rmuat  da lam jawaban  ;  

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l  gugatannya ,  

Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  sura t  yang  bermete ra i  

cukup  ber tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 22  ser ta  2  (dua)  orang  

saks i ,  sedangkan  untuk  memper tahankan  dal i l  bantahannya ,  

Tergugat  te lah  mengajukan  bukt i  sura t  yang  bermete ra i  cukup  

ber tanda  T- 1 sampai  dengan  T- 21 ser ta  4 (empat )  orang  saks i  

;  

Menimbang,  bahwa  sebe lum  memper t imbangkan  prosedur  
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Meni mbang , ??/

dan/a tau  subs tans i  ob jek  gugatan ,  maka  te r l eb i h  dahu lu  

Maje l i s  Hakim  memper t imbangkan  dar i  seg i  kewenangan  

mengadi l i ,  sebaga imana  yang  dimaksudkan  da lam  keten tuan  

Pasa l  77  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;  

Menimbang,  bahwa keten tuan  Pasal  77  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menetukan  

bahwa ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  Pengad i l an  dapat  

dia j ukan  set i ap  waktu  se lama  pemer iksaan ,  dan  meskipun  

t i dak  ada  ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  Pengadi l an  

apab i l a  Hakim  mengetahu i  ha l  i t u ,  ia  karena  jaba tannya  

waj ib  menyatakan  bahwa Pengadi l an  t i dak  berwenang  mengadi l i  

sengketa  yang  bersangku tan  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  107  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  Jo.  Undang- Undang Nomor  51  

Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka Hakim 

Menentukan  apa  yang  harus  d ibuk t i k an ,  beban  pembukt i an ,  

ser ta  peni l a i an  te rhadap  ala t  bukt i ,  d imana  te rhadap  

sengketa  a  quo  Maje l i s  Hakim  hanya  akan  memper t imbangkan  

bukt i - bukt i  yang  dia jukan  oleh  Para  Pihak  sepan jang  ada  

re levans inya  dengan perkara  in  l i t i s  ;  

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  menyatakan  bahwa 

sesua i  dengan  Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Barnas  Nomor :  60.01 .21 .  Rev .1 /  

SKEP/DPD.P.BARNAS/DPC/2008  tangga l  17  Agustus  2008  Tentang  

Pengesahan  Penyempurnaan  Susunan  Dan  Kepengurusan  DPC 

Par ta i  Barnas  Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  Papua,  maka  Para  

Penggugat  adalah  Pengurus  Cabang  yang  sah  seh ingga  Para  
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Kawer  , ??/

Penggugat  te l ah  mencalonkan  Ju l i anus  Mnusefe r  dan Theodorus  

Kawer  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Supio r i  Tahun  2010 (buk t i  P- 1  Jo.  P- 3  dan  bukt i  P- 4)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  dukungan  Para  Penggugat  

te rhadap  pasangan  ca lon  Ju l i anus  Mnusefe r  dan  Theodorus  

Kawer  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Supio r i  Tahun  2010,  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Barnas  

Prov ins i  Papua  pernah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

87/SK/P.BARNAS/DPD/IV /2010  tangga l  26  Apr i l  2010  ten tang  

Sura t  Keputusan  Dukungan  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Prov ins i  Papua,  yang  mana  da lam  Sura t  

Keputusan  te rsebu t  Dewan  Pimpian  Daerah  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Prov ins i  Papua  te lah  mendukung  Jul ianus  Mnusefer  

dan  Theodorus  Kawer  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Supio r i  Per iode  Tahun 2010 -  2015  (buk t i  P- 5)  ;  

 Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  27  Mei  2010  Dewan 

Pimpinan  Daerah  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Prov ins i  Papua 

te l ah  menerb i t kan  Sura t  Mandat  Nomor  :  

60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPC/2010  yang  pada  in t i n ya  

memberhent i kan  Para  Penggugat  sebaga i  Pengurus  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  

dan  mengangkat  Bast i an  Kaf ia r ,  cs  sebaga i  Pengurus  yang  

baru  (buk t i  P- 6  =  bukt i  T- 1)  dan  pada  tangga l  yang  sama 

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  te lah  

menetapkan  dengan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPP.  P.BARNAS/DPC/V/2010  yang  pada  

in t i n ya  memberhent i kan  Para  Penggugat  sebaga i  Pengurus  

Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i  dan  mengangkat  Bast i an  Kaf ia r ,  cs  sebaga i  Pengurus  

yang  baru  (v ide  bukt i  T- 2)  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Dewan 
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Meni mbang , ??/

Pimpinan  Pusat  maupun  Sura t  Mandat  Dewan  Pimpinan  Daerah  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Prov ins i  Papua  te rsebu t ,  maka 

Bast i an  Kaf ia r  dan Hengk i  Ayer  sebaga i  Ketua  dan Sekre ta r i s  

Dewan  Pimpinan   Cabang   Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i

yang  baru  te lah  membuat /menerb i t kan  Rekomendas i  Nomor  :  

01/Rek /DPC.P.  BARNAS/S/2010  tangga l  28  Mei  2010  yang  

mencalonkan  pasangan  ca lon  Hendrik  Jan  Rumbaku/ Marinus  

Maryar  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Supio r i  Tahun 2010 (buk t i  T- 6)  ;  

Menimbang,  bahwa saks i  atas  nama Markus  Mar ian ,  J immy 

Mabel  maupun  Bast i an  Kaf i a r  te l ah  member ikan  kesaks ian  

dibawah  jan j i n ya  masing- masing  d ihadapan  s idang  tangga l  27  

Oktober  2010,  ha l  mana  saks i - saks i  te rsebu t  menyatakan  

bahwa  te lah  ada  dukungan  ganda  te rhadap  ca lon  Bupat i  dan  

ca lon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  dar i  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  

yang  disebabkan  oleh  adanya  dual i sme  kepengurusan  (v ide  

Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Saks i  tangga l  27 Oktober  2010)  ;  

 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  adanya  dukungan  ganda  

dar i  Pengurus  Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Kabupaten  Supio r i  yang  didukung  oleh  2  (dua)  kepengurusan  

yang  sama- sama  mengaku  sebaga i  pengurus  yang  sah,  maka 

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasina l  te l ah  

menerb i t kan  Ber i t a  Acara  Kla r i f i k a s i  Nomor  :  

011/SKI /DPP.P.BARNAS/VI I  /2010  tangga l  20  Ju l i  2010  

k la r i f i k a s i  mana  menentukan  dukungan  kepada  Hendrik  Jan 

Rumbaku/ Marinus  Maryar  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun 2010 (buk t i  T- 7)  ;  

Menimbang,  bahwa  te r j ad i n ya  persoa lan  yang  di j ad i kan  
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Meni mbang , ??/

persengke taan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

da lam sengketa  a quo  t i dak  dapat  d ipungk i r i  te r j ad i  karena  

adanya  dukungan  ganda  yang  disebabkan  oleh  kepengurusan  

ganda  da lam  tubuh  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar isan  

Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  dan  persoa lan  in  casu  murn i  

merupakan  masalah  in te rna l  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  

hanya  dapat  dise lesa i kan  oleh  Par ta i  i t u  send i r i  dan  bukan  

Tergugat  sebaga i  Penye lenggara  Pemi lukada  maupun Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung 

Nomor  5  Tahun  2003  tangga l  24  Oktober  2003  secara  je l as  

disampaikan  bahwa  te rhadap  masalah- masalah  yang  berka i t an  

dengan  jangkauan  in te r na l  kepar ta i an  bukan lah  kewenangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ,  o leh  karenanya  persoa lan  yang  

berka i t an  dengan  in te rna l  par ta i  pol i t i k  t i dak  dapat  

dipe r i k sa ,  d iad i l i  dan d ise lesa i kan  oleh  Pengadi l an  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  pentahapan  proses  Pemi l i han  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Tahun  2010  di  

Kabupaten  Supio r i  te lah  melaksanakan  proses  pemi l i han  yang  

di l aksanakan  oleh  Tergugat  pada  tangga l  13  September  2010,  

dimana  dalam pentahapan  te rsebu t  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  

Keputusan  Nomor  12  Tahun  2010  dan  Nomor  13  Tahun  2010  yang  

mana  dalam  Penetapan  maupun  keputusan  te rsebu t  te l ah  

disengke takan  oleh  p ihak  yang  di rug i kan  pada  Mahkamah 

Konst i t u s i  Republ i k  Indones ia ,  dan  te l ah  d ipu tuskan  da lam 

reg i s t e r  perka ra  Nomor  182/PHPU.D- VI I / 2010  tangga l  20 

Oktober  2010  (v ide  bukt i  T- 17,  bukt i  T- 18  Jo.  bukt i  P- 19  = 

bukt i  T- 21)  ;   

 

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

berkas  perka ra  maupun  kete rangan  saks i  yang  dia jukan  oleh  

Para  Pihak  d ipe rs i dangan ,  dan berkes impu lan  bahwa persoa lan  
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Meni mbang , ??/

yang  dipe rsengke takan  da lam  sengketa  in  l i t i s  te rnya ta  

berkenaan  dengan  adanya  dua l i sme  kepengurusan  da lam  tubuh  

Dewan  Pimpinan  Cabang   Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  

Supio r i  ;  

Menimbang,  bahwa  walaupun  ob jek  sengketa  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  dipe r i k sa ,  d iad i l i  

dan  d ise lesa i kan  oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  yang  dimaksudkan  da lam keten tuan  Pasal  1  angka  

(9 )  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  

Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  Jo.  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  

Republ i k  Indones ia  Nomor  7 Tahun 2010,  namun in t i  persoa lan  

bukan lah  pada  penerb i t an  ob jek  sengketa  (secara  wewenang,  

prosedur  dan  subs tans i )  mela inkan  pada  kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Kabupaten  Supio r i  

yang  te rdapa t  masalah  in te rna l nya  ;  

Menimbang,  bahwa permasa lahan  in te rna l  Par ta i  Pol i t i k  

harus lah  dise lesa i kan  oleh  Par ta i  i t u  send i r i  dan  bukan lah  

kewenangan  secara  abso lu t  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

untuk  menyelesa i kannya ,  o leh  karenanya  sudah  bera lasan  

hukum  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  harus  d inya takan  

t i dak  dapat  di te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k  

verk laa rd )  sebaga imana  yang  dimaksudkan  da lam  keten tuan  

Pasa l  77  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  pada  in t i n ya  menentukan  bahwa kewenangan  

abso lu t  Pengadi l an  dapat  d ia jukan  set i ap  waktu  se lama 

pemer i ksaan ,  dan  meskipun  t i dak  ada  ekseps i  ten tang  

kewenangan  abso lu t  Pengadi l an  apab i l a  Hakim  mengetahu i  ha l  

i t u ,  ia  karena  jaba tannya  waj i b  menyatakan  bahwa Pengadi l an  

t i dak  berwenang  mengadi l i  sengketa  yang  bersangku tan ;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pengad i l an  menyatakan  

38

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t i dak  berwenang  mengadi l i  sengketa  a  quo ,  maka  te rhadap  

ha l - ha l  la i nnya  yang  di j ad i kan  dasar  maupun  alasan  Para  

penggugat  da lam  mengajukan  gugatan  in  l i t i s  t i dak  

dipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maje l i s  Hakim ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permin taan  Para  Penggugat  

yang  menyatakan  agar  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

memer in tahkan  Terguga t  agar  melaksanakan  Sura t  Keputusan  

DPP  Par ta i  Barnas  Nomor  :  

60.01 .21 .Rev .1 /SKEP/DPD.P.BARNAS/DPC/2008  tangga l  17 

Agustus  2008  Tentang  Pengesahan  Penyempurnaan  Susunan  Dan 

Kepengurusan  Dewan Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Kabupaten  Supio r i  Prov ins i  Papua,  bukan lah  menjad i  wewenang  

Pengad i l an  o leh  karenanya  te rhadap  permin taan  Para  

Penggugat  te rsebu t  d inya takan  t i dak  dapat  d i te r ima .    Bahwa 

te rhadap  permin taan  Para  Penggugat  agar  Terguga t  membayar  

gant i  rug i  atas  te rb i t n ya  objek  sengketa  t i dak  

dipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maje l i s  Hakim,  karena  gugatan  

Para  Penggugat  te lah  d inya takan  t i dak  dapat  di te r ima   ;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  te rhadap  permohonan  

penundaan  yang  dimin ta  Para  Penggugat  yang  te rmuat  dalam 

gugatannya ,  menuru t  Maje l i s  Hakim  t i dak  per lu  lag i  untuk  

dipe r t imbangkan  dan  te rhadap  permohonan  a  quo  d inya takan  

t i dak  d i te r ima  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  dia jukan  oleh  Para  Pihak  yang  t i dak  

dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  Hakim yang  t i dak  re levan  te tap  

di l amp i r kan  da lam  berkas  perka ra  sebaga i  bag ian  da lam 

perka ra  in  l i t i s  ;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  biaya  yang  t imbu l  

da lam  perka ra  in  casu  dibebankan  kepada   Para  Penggugat  
39
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- - MENGADI LI  , ??/

yang  besa rn ya akan  di te t apkan  da lam amar  putusan  in i ;

Memperhat i kan   Pasal  77 ayat  (1 )   Undang- Undang  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  

Nomor:  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

dan  Pera tu ran  Perundang- undangan  la i nnya  yang  ber ka i tan  

dengan perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   M  E  N  G  A  D  I   L 

I     :    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan  Permohonan  Penundaan  Para  Penggugat  Tidak  

Di te r ima  ;  

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan  Gugatan  Para  Penggugat  Tidak  dapat  Di te r ima  ;  

2. Mewaj ibkan  Para  Penggugat  Membayar  Biaya  Perkara  Sebesar  

Rp.  431.000 , -  (empat  ra tus  t i ga  pu luh  satu  r i bu  rup iah )  ;  

Demik ian  d ipu tuskan  dalam  Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura   pada  har i  Senin ,  

tangga l  8 November  2010,  yang  te rd i r i  dar i  JOSIANO L.  HALIWELA,  

S.H. ,  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s  ZABDI  PALANGAN,  S.H. ,  dan 

40

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI  PALANGAN,  S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

JOSIANO L.  HALIWELA ,  S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANIAS RATAKURAI,  S.H.   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per i nci an, . . . . . . /

YUSUF  NGONGO,  S.H. ,  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota .  

Putusan  mana diucapkan  dalam  pers i dangan   yang   te rbuka   untuk  

umum  pada   har i   i t u  juga   o leh  Hakim  Ketua  Maje l i s  dengan  

didamping i  o leh  Hakim  -  Hakim  Anggota  te rsebu t  d ia tas  dengan  

diban tu  o leh  ANANIAS  RATAKURAI,  SH. ,   sebaga i   Pani te ra  

Penggant i   Pengad i l an   Tata   Usaha Negara  Jayapura  yang  dihad i r i  

o leh  Para  Penggugat  Pr ins i pa l  ser ta  Kuasa  Hukum Para  Penggugat  

dan Kuasa Hukum Tergugat  ;  

Per inc i an  Biaya  Perkara  Nomor 35/G/2010 /PTUN.JPR

1
.

Pendaf ta ran : Rp
.

30.000 , 00

2
.

Panggi l an : Rp
.

390.000 , 00

3
.

Matera i : Rp
.

6.000 ,00

4
.

Redaks i : Rp
.

5.000 ,00

  
J u m l  a h   :

Rp
.

431.000 ,00

                           ( empat  ra tus  t i ga  pu luh  satu  
r i bu  rup iah )
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